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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Bimbingan dan kerja sama Pejabat dan staf Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin kami berhasil dalam menyusun Standar Operasionla Prosedur (SOP) yang berjumlah 22 produk
layanan dokumen kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

22 Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2020 yang kami susun ini merupakan hasil revisi dari SOP tahun 2019 yang baru memuat 21 produk layanan
saja, dalam waktu penyelesaian dokumen administrasi Kependudukan masih bervariasi.

Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini setiap tahun kami adakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien lagi.
Seperti pada masa wabah covid-19 tahun 2020 ini, membuat kami berfikir untuk memberikan pelayanan secara online. Sesuai himbauan pemerintah sebagai
pencegahan penularan wabah covid-19 ini dengan megurangi kontak langsung dengan masyarakat. Jadi masyarakat cukup dengan membuka link pelayanan
Dukcapil (https:/linktr.ee/dukcapilmuba_pelayanan_online) dan memfhotokan berkas atau syarat-syarat yang diperlukan, maka petugas yang terhubung secara
online akan merespon semua keperluan masyarakat terhadap produk layanan dan akan dikirim berupa File dalam bentuk PDF untuk diprint sendiri, dimanapun
masyarakat berada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan 22 Standar Pelayanan Prosedur (SOP) tahun 2020 ini, sehingga
tersusunnya dokumen SOP ini dengan baik.

Demikianlah semoga SOP ini bermanfaat dan dijadikan sebagai pedoman bagi kita semua untuk bekerja dan memberikan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan motto Dukcapil “Memberikan pelayanan yang
membahagiakan masyarakat”.

Sekayu, Februari 2020
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Hj. ASMARANI, S.Sos, M.Si
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1.Biodata Penduduk
2.Penerbitan Kartu Keluarga

3.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

4.Penerbitan Kartu Identitas Anak
5.Penerbitan Surat Keterangan Pindah

6.Penerbitan Surat Keterangan Datang

7.Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri

8.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

9.Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
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11.

Surat Keterangan Pengganti Identitas
Penerbitan Akta Kelahiran

22 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
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Penerbitan Akta Perkawinan

Penerbitan Akta Perceraian

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

Penerbitan Akta Kematian

Perubahan Pewarganegaraan

Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati

Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
Pelayanan Online Dokumen Adminduk

Mengetahui,
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Hj. ASMARANI, S.Sos, M.Si
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Biodata Penduduk

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- | 1.Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kab. Muba
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda | 2.Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. 3.Memahami Persyaratan Pendaftaran Biodata Penduduk
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara | 4.Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5.Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan
Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
S. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.
7. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi
Banyuasin.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. SOP SKPD Terkait 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
2. Penyusunan Renstra Database
3 Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
4. Blanko dan Buku Register Biodata Penduduk
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan penduduk:
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Pencatatan Biodata Penduduk tidak | PembuatanBiodataPenduduk harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
dapat di entri ke database. diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.
2. Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan




ALUR PELAYANAN BIODATA PENDUDUK SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

. . Verifikator Supervisor Supervisor Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pemohon Loket Operator . / P . P Keterangan
Mulai Validator Aplikasi Perijinan Kelengkapan Waktu Output
1 Pemohon mengajukan berkas F - Ballpoint
permohonan sesuai dengan : — 7 meneii dan - Formulir F4.01
persyaratan yang di tetapkan | eemeen 15| mencemtoenas [— persyaratan dan persetufoanenti - Formulir F4.02
Berkas masuk Validasi Data dan cetak
2 Petugas loket / pelayanan - Kertas 5 menit [Berkas permohonan
- Memeriksa kelengkapan berkas - Ballpoint Pendataan Penduduk
- Mengagendakan dan meneruskan - Buku Agenda non permanen
kepada Verifikator / Validator K - Staples dan isi dilengkapi Lembar
- Bila tidak lengkap dikembalikan —<“"a} Disposisi
Kepada Pemohon
3 Verifikasi / Validasi memeriksa TL L - Kertas 10 menit | Berkas permohonan
kelengkapan berkas, meneliti - Ballpoint yang sudah
data dan meneruskan kepada - enir data dan - Buku Agenda di teliti dan
Supervisor Aplikasi - Staples dan Isi di paraf
4 Supervisor aplikasi meneliti dan l 6. menarima dan 7. memeriisa 5. meneltidan. - Kertas 5 menit | Berkas telah di paraf
disposisi persetujuan entri data ey s i " ke - Ballpoint dan persetujuan entri
dan cetak Biodata Penduduk - Staples dan isi
5 Operator, memeriksa, menelit o, menyerahkan - Komputer Data penduduk non
entri data, cetak dan Pemukta '%mererima ke ,,::;.:EEE}"‘“ S rio - Kertas 10 menit|permanen sudah siap
data - Printer dan Toner cetak
- Ballpoint
v - Buku Agenda
[¢ Selesai
6 Supervisi aplikasi, memeriksa, - Ballpoint 5 menit [sudah di cetak dalam
meneliti dan memaraf hasil - Lembar bentuk laporan
cetakan dan meneruskan kepada Disposisi
Supervisi Perijinan
7 Supervisor perijinan memeriksa, - Ballpoint 5 menit |Biodata sudah di
meneliti, menanda tangani dan - Lembar Disposisi tanda tangani
menyerahkan kepada petugas loket
- Kertas 3 menit [Berkas sudah di tanda
8 Petugas loket menerima dan - Ballpoint taneani
gani dan cap
menyerahkan kepada pemohon - Buku Agenda
serta membuat tanda terima - Cap
- Tanda terima
9 Pemohon menerima biodata - pena 1 Hari situasi kondisi

normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Penerbitan Kartu Keluarga

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang- Sipil Kab. Muba

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda | 3. Memahami Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan | 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.

Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan

Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK).
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi

Banyuasin.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. | SOP SKPD Terkait 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
2. | Penyusunan Renstra Database
3. | Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
4. Blanko Kartu Keluarga
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan penduduk:
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga, tidak | PenerbitanKartu Keluarga harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
dapat di entri ke database. diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.

2. Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan




ALUR PELAYANAN KARTU KELUARGA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Verifikator Supervisor Supervisor Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pemohon Petugas Loket Operator . / P o P
C Mula Validator Aplikasi Perijinan Kelengkapan Waktu Output
N— Persyaratan
1 Pemohon mengajukan berkas - Ballpoint
permohonan sesuai dengan — - Formulir F1.01
. meneliti dan
persyaratan yang di tetapkan [ 1 vemonon 2 Menerima & 3 memeriisa. memberikan - Formulir F1.03
vepian 7] mencere - Formulir F1.05
2 Petugas loket / pelayanan - Kertas 10 menit|Berkas permohonan
- Memeriksa kelengkapan berkas - Ballpoint kk
- Mengagendakan dan meneruskan - Buku Agenda dilengkapi Lembar
kepada Verifikator / Validator - Staples dan isi Disposisi
- Bila tidak lengkap dikembalikan Le,.gka,,>
Kepada Pemohon
3 Verifikasi / Validasi memeriksa TL L - Kertas 5 menit | Berkas yang sudah
kelengkapan berkas, meneliti - Ballpoint diteliti dan sudah
data dan meneruskan kepada 5. entr data dan - Buku Agenda paraf
Supervisor Aplikasi cetak - Staples dan Isi
4 Supervisor aplikasi meneliti dan - Kertas 5 menit |berkas yang sudah
disposisi persetujuan entri data 6. menerimadan 7. memeriksa & 8. menelitidan - Ballpoint di paraf dan persetujuar
dan KK menyusunhasi sl " omen - Staples dan isi entri dan cetak
KK
5 Operator, memeriksa, meneliti - Komputer kk sudah siap cetak
entri data, cetak dan Pemuktah ) 9. menyerahian 0 - Kertas 10 menit
4 10. menerima e kepada A .
data dokumen penduduk/ dan Arsip - Printer dan Toner
- Ballpoint
) - Buku Agenda
6 Supervisi aplikasi, memeriksa, Selesai ) E kartu keluarga 10 menit|KK tersusun
meneliti dan memaraf hasil sudah cetak
cetakan dan meneruskan kepada
Supervisi Perijinan
7 Supervisor perijinan memeriksa, - Ballpoint 5 menit |KK sudah siap
meneliti, menanda tangani dan - Lembar Disposisi tidak ada kesalahan
menyerahkan kepada petugas loket
- Kertas 3 menit [Berkas sudah di tanda
8 Petugas loket menerima dan - Ballpoint tangani dan cap
menyerahkan kepada pemohon - Buku Agenda
serta membuat tanda terima - Cap
- Tanda terima
9 Pemohon menerima KK - pena 1 Hari |KK sudah Jadi




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang- Sipil Kab. Muba
Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda | 3. Memahami Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan | 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan
Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.
9. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk,
Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP SKPD Terkait 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke
3. | Penyusunan RKA Server Database
3. Alat Tulis Kantor
4. Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan penduduk:
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Penerbitan Kartu Tanda Penduduk | PembuatanKartu Tanda Penduduk Elektronik harus dilengkapi Persyaratan
Elektronik, tidak dapat di entri ke database. Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan
2. Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALUR PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pemohon Petugas Loket Operator Verifikator / Validator| Supervisor Aplikasi Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
1 Pemohon mengajukan berkas Mulai - Ballpoint
Persyaratan
permohonan sesuai dengan - Formulir
persyaratan yang di tetapkan 4. meneliti dan permohonan
1. Pemohon 2. Menerima & 3. memeriksa n berikan
2 Petugas loket / pelayanan Mengajukan | mencatat berkas pilrasz:;as:aDna;i:n = persetujuan - Kertas 10 menit | Berkas KTP Elektronik
- Memeriksa kelengkapan berkas Berkas masuk pere::::ent;(gp{l L Ballpoint di lengkapi
- Mengagendakan dan meneruskan N - Buku Agenda lembar
kepada Verifikator / Validator - Staples dan Isi Disposisi
- Bila tidak lengkap dikembalikan
Kepada Pemohon
3 Verifikasi / Validasi memeriksa TL L - Kertas 5 menit Berkas KTP Elektronik
kelengkapan berkas, meneliti \l'/> - Ballpoint yang sudah
data dan meneruskan kepada - Buku Agenda di teliti dan
Supervisor Aplikasi - Staples dan Isi di paraf
1 Supervisor aplikasi meneliti dan - Kertas 5 menit Berkas telah
disposisi persetujuan entri data - Ballpoint di paraf dan
dan melakukan perekaman 5. entri data dan persetujuan entri
cetak dokumen
dan perekaman
5 Operator, memeriksa, meneliti - Komputer
X . 6. menerima dan 7. memeriksa & .
entri data, cetak dan Pemuktahiran menyusun hasil 1 meneliti hasil - Kertas 10 menit |Perekaman KTP-EI
data cetakan cetakan - Ballpoint
- Buku Agenda
6 Supervisi aplikasi, memeriksa, - Ballpoint 5 menit Pencetakan KTP-EI
meneliti dan memaraf hasil 9. menyerahkan - Lembar
10. menerima dokumen kepad ) .
cetakan dan meneruskan kepada dokumen penduduk / Disposisi
.. pemohon
Supervisi perijinan
7 Supervisor perijinan memeriksa, - Kertas 5 menit KTP sudah siap
meneliti, menyerahkan - Ballpoint dan sudah Registrasi
Arei
kepada petugas loket @ rsip Jcard reader
- Kertas 3 menit KTP Elektronik siap
8 Petugas loket menerima dan - Ballpoint diserahkan
menyerahkan kepada pemohon - Buku Agenda
serta membuat tanda terima - Tanda terima
) Pemohon menerima KTP Elektrnoik 1 hari situasi kondisi

normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

9.

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan

Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas
Anak.

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.

10.Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk,

Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Muba

Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
Memahami Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak

Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.

Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK

Sl

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. | SOP SKPD Terkait 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
2. | Penyusunan Renstra Database
3. | Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
4. Blanko Kartu Identitas Anak

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan penduduk:

1.

2.

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Penerbitan Kartu Identitas Anak,
tidak dapat di entri ke database.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan

PembuatanKartu Identitas Anak harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALUR PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Mutu Baku
Uraian Kegiatan Pemohon Petugas Loket Operator Verifikator / Validator | Supervisor Aplikasi Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
Pemohon mengajukan berkas Mulai Persyaratan | - Ballpoint
permohonan sesuai dengan \ - Fotocopy KIA
persyaratan yang di tetapkan - Fotocopy Akte Kelahiran
- Fotocopy KTP Orang tua
- Foto 2x3 yang berumur 5
_ ) 4. meneliti dan tahun sampai 17 tahun kurang
1. Pemohon 2. Menerima & 3. memeriksa memberikan .
Me;gakjukan > mencatatl:(erkas pv:z::ti;r::n —> persetujuan entri 1 hari
masu

2 Petugas loket / pelayanan eras dan cetal - Kertas 10 menit Berkas Permohonan
- Memeriksa kelengkapan berkas - Ballpoint KIA dilengkapi
- Mengagendakan dan meneruskan - Buku Agenda Lembar Disposisi
kepada Verifikator / Validator - Staples dan Isi
- Bila tidak lengkap dikembalikan

Kepada Pemohon
— i n n n _< Lengkap -

3 Verifikasi / Validasi memeriksa TC \/ L - Kertas 5 menit Berkas sudah
kelengkapan berkas, meneliti - Ballpoint diverifikasi dan di
data dan meneruskan kepada paraf
Supervisor Aplikasi

4 Supervisor aplikasi meneliti dan 5‘etn;f‘iid:ta dan - Kertas 5 menit Berkas yang sudah di

ceta’ lokumen
disposisi persetujuan entri data - Ballpoint paraf dan persetujuan
dan cetak KIA 6. menerima dan 7. memeriksa & _ Staples dan Isi entri dan cetak KIA

5 Operator, memeriksa, meneliti yusunhasil  |—>1  meneliti hasil - Komputer 10 menit KIA sudah di cetak
entri data, cetak dan Pemuktahiran cetakan cetakan - printer
Data - Blanko KIA

- Buku Register
9. menyerahkan _ Ballpomt
6 Supervisi aplikasi, memeriksa, 10&rr:(e"erima < dokumen kep7da - Ballpoint 5 menit KIA sudah siap tidak
men duduk
meneliti dan memaraf hasil oume p::ml;h‘:,n - Lembar ada kesalahan
cetakan dan meneruskan kepada Disposisi
Supervisi Perijinan
7 ) ) . — ) N Arsip - Kertas 5 menit KIA diterima oleh
Supervisor perijinan memeriksa, meneliti, dan € Selesai Lembar Supervisor Perijinan
menyerahkan kepada petugas loket . o
Disposisi
- Kertas 3 menit KIA di terima petugas

8 Petugas loket menerima dan - Ballpoint loket
menyerahkan kepada pemohon - Cap
serta membuat tanda terima - Buku Agenda

- Tanda terima
KIA sudah jadi
9 Pemohon menerima KIA - Pena 1 Hari Hari Kerja
Normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl.
Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara

Indonesia

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku

yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.

. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk,

Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi
Pencatatan Sipil Kab. Muba

Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
Memahami Persyaratan Penerbitan SKPWNI

Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.

Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK

Dinas Kependudukan dan

Sl

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. | SOP SKPD Terkait 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke
2. | Penyusunan Renstra Server Database
3. | Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan penduduk:
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Penerbitan SKPWNI, tidak dapat di entri | Pencatatan dan PenerbitanSKPWNI harus dilengkapi Persyaratan

ke database.

Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan

baik dan benar.




DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pemohon as Loket Verifikator / Validator Operator Penandatangnan Penomoran Surat Keterangan
Mulai Kelengkapan Waktu Output
JE—
1 Pemohon mengajukan berkas ; ;I
permohonan sesuai dengan 1. pemohon N 2. Menerima &
T mencatat berkas  f—'
persyaratan yang di tetapkan mengajukan berkas masuk
2 Petugas loket / pelayanan ie',::;",:[:ff,a,, - Kertas 10 menit Berkas SKP/SKPD
- Memeriksa kelengkapan berkas Validasi Data - Ballpoint di lengkapi
- Mengagendakan dan meneruskan - Buku Agenda lembar
kepada Verifikator / Validator Disposisi
- Bila tidak lengkap dikembalikan \Le"“ka"/
Kepada Pemohon 4. meneliti dan
memberikan
persetujuan entri
3 Verifikasi / Validasi memeriksa TL dan cetak - Kertas 10 menit Berkas SKP/SKPD
kelengkapan berkas, meneliti - Ballpoint yang sudah
data dan meneruskan kepada " - Buku Agenda di teliti dan
5. entri data dan
Operator apabila tidak valid dikembalikan ke cetak dokumen di paraf
pemohon
4 Supervisor aplikasi meneliti dan - Kertas 30 menit Berkas telah
6. menerima dan
disposisi persetujuan entri data hasil - Ballpoint di paraf
cetakan
dan cetak SKP/SKPD
5 Operator mencetak SKP/SKPD , mengahapus data - Komputer SKP/SKPD/KK perubahan
. ) 7. memeriksa & .
penduduk yang pindah, entri data penduduk yang meneliti hasil _ Kertas 10 menit sudah di cetak
datang, Mencetak KK perubahan dan menyerahkan cetakan - Ballpoint
ke Verifikator
- Buku Agenda
Petugas Verifikator meneliti dan membub) . :;x:‘::f:,f;a
10. menerima 6*
6 paraf dan meneruskan untuk ditanda tangg dokumen aton mengagendakan - Ballpoint 10 menit
Kabid. Apabila ada kekliruan di kembalik: dan Arsip - Lembar
operator Disposisi SKP/SKPD sudah SIAP
< Arsip
7 Supervisor perijinan memeriksa, selesa - Kertas 10 menit SKP/SKPD / KK
meneliti, menanda tangani dan - Ballpoint perubahan sudah ditanda
diteruskan ke sekretariat untuk penomeran dan tangani
diteruskan ke loket
- Kertas 10 menit SKP/SKPD sudah di
8 Petugas loket menerima dan - Ballpoint Nomori dan di cap
menyerahkan kepada pemohon - Buku Agenda
serta membuat tanda terima - Tanda terima
9 Pemohon menerima KTP 1 Hari situasi kondisi

normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Penerbitan Surat Keterangan Datang

Indonesia

Warga Negara

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang- Sipil Kab. Muba
Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda | 3. Memahami Persyaratan Penerbitan SKDWNI
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan | 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan
Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.
9. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi
Banyuasin.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. | SOP SKPD Terkait 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
2. | Penyusunan Renstra Database
3. | Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan penduduk:
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Penerbitan SKDWNI, tidak dapat di | Pencatatan dan PenerbitanSKDWNI harus dilengkapi Persyaratan

entri ke database.

Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik

dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DATANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Mutu Baku
0 Uraian Kegiatan Pemohon Petugas Loket Verifikator / Validator Operator Penandatangnan Penomoran Surat Keterangan
mulai\ [?ﬁ Kelengkapan Waktu Output
Persyarat’an’_l
1 Pemohon mengajukan berkas ”
permohonan sesuai dengan oot S Menerima &
persyaratan yang di tetapkan mengajukan berkas = me"cr:;astul;erkas —
2 Petugas loket / pelayanan 3. memeriksa - Kertas 10 menit Berkas SKP/SKPD
- Memeriksa kelengkapan berkas C:ff}::ia.;::a" - Ballpoint di lengkapi
- Mengagendakan dan meneruskan - Buku Agenda lembar
kepada Verifikator / Validator Disposisi
- Bila tidak lengkap dikembalikan Lengkap
Kepada Pemohon
4. meneliti dan
memberikan
3 Verifikasi / Validasi memeriksa TL persetujuan entri - Kertas 10 menit Berkas SKP/SKPD
dan cetak
kelengkapan berkas, meneliti - Ballpoint yang sudah
data dan meneruskan kepada - Buku Agenda di teliti dan
Operator apabila tidak valid dikembalikan ke 5. entri data dan di paraf
pemohon cetak dokumen
4 Supervisor aplikasi meneliti dan - Kertas 30 menit Berkas telah
disposisi persetujuan entri data p—— - Ballpoint di paraf
dan cetak SKP/SKPD cetaka:““
5 Operator mencetak SKP/SKPD , mengahapus data - Komputer SKP/SKPD/KK perubahan
penduduk yang pindah, entri data penduduk yang — - Kertas 10 menit sudah di cetak
datang, Mencetak KK perubahan dan menyerahkan meneliti hasil - Ballpoint
ke Verifikator cetakan
- Buku Agenda
Petugas Verifikator meneliti dan membubuhkan
6 paraf dan meneruskan untuk ditanda tangan :-ITenveLahka: - Ballpoint 10 menit
f i : : f 10. menerima $ okumen kepada
Kabid. Apabila ada kekliruan di kembalikan dokumen pemohon/ mengagendakan - Lembar
operator dan Arsip Disposisi SKP/SKPD sudah SIAP
7 Supervisor perijinan memeriksa, - Kertas 10 menit SKP/SKPD / KK
meneliti, menanda tangani dan Selesai w - Ballpoint perubahan sudah ditanda
diteruskan ke sekretariat untuk penomeran dan tangani
diteruskan ke loket
- Kertas 10 menit SKP/SKPD sudah di
8 Petugas loket menerima dan - Ballpoint Nomori dan di cap
menyerahkan kepada pemohon - Buku Agenda
serta membuat tanda terima - Tanda terima
9 Pemohon menerima KTP 1 Hari situasi kondisi

Normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP SuratKeteranganPindahKeluarNegeri

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sipil Kab. Muba
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda | 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. 3. Memahami Persyaratan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara | 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan
Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.
7. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi
Banyuasin.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP SKPD Terkait 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
3. | Penyusunan RKA Database
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pendaftaran dan Pendataan penduduk:
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian surat keterangan pindah keluar | SuratKeteranganPindahKeluar Negeriharus dilengkapi Persyaratan
negeri tidak dapat di entri ke database. Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik
2. Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATA SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Mutu Baku

No Uraian Kegiatan Pemohon Petugas Loket Verifikator / Validator Operator Penandatangnan Penomoran Surat Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
d Mulai
1 Pemohon mengajukan berkas \r) Persyaratan _J
I'I-I —

permohonan sesuai dengan

persyaratan yang di tetapkan > Menerima &

L p'emohon -% mencatat berkas "
mengajukan berkas K 3
2 Petugas loket / pelayanan masu - Kertas 10 menit Berkas SKP/SKPD
- Memeriksa kelengkapan berkas - Ballpoint di lengkapi
3. memeriksa
- Mengagendakan dan meneruskan persyaratan dan - Buku Agenda lembar
kepada Verifikator / Validator Validasi Data Disposisi
- Bila tidak lengkap dikembalikan
Kepada Pemohon

3 Verifikasi / Validasi memeriksa TC <nga"/ L - Kertas 10 menit Berkas SKP/SKPD
kelengkapan berkas, meneliti 4. meneliti dan - Ballpoint yang sudah

memberikan
data dan meneruskan kepada persetujuan entri - Buku Agenda di teliti dan
Operator apabila tidak valid dikembalikan ke dan cetak di paraf
pemohon

4 Supervisor aplikasi meneliti dan - Kertas 30 menit Berkas telah
disposisi persetujuan entri data 5. entri data dan - Ballpoint di paraf

cetak dokumen
dan cetak SKP/SKPD
5 Operator mencetak SKP/SKPD , mengahapus data - Komputer SKP/SKPD/KK perubahan
penduduk yang pindah, entri data penduduk yang 6. menerima dan - Kertas 10 menit sudah di cetak
datang, Mencetak KK perubahan dan menyerahkan Cetak‘;‘:asi' - Ballpoint
ke Verifikator
- Buku Agenda
Petugas Verifikator meneliti dan membubuhkan 7. memeriksa &
6 paraf dan meneruskan untuk ditanda tanganu oleh meneliti hasil - Ballpoint 10 menit
k
Kabid. Apabila ada kekliruan di kembalikan ke cetakan - Lembar
operator Disposisi SKP/SKPD sudah SIAP
9. menyerahkan
i ; 10. menerima  [&<—| dokum?ane‘pada )

7 Super\flfor perijinan memérlksa, dokumen p emho“/ mengagendakan < - Kertas 10 menit SKP/SKPD / KK
meneliti, menanda tangani dan P dan Arsip - Ballpoint perubahan sudah ditanda
diteruskan ke sekretariat untuk penomeran dan tangani
diteruskan ke loket

- Kertas 10 menit SKP/SKPD sudah di

8 Petugas loket menerima dan e Selosal \QV - Ballpoint Nomori dan di cap
menyerahkan kepada pemohon - Buku Agenda
serta membuat tanda terima - Tanda terima

9 Pemohon menerima KTP 1 Hari Hari Kerja

Normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP SuratKeteranganDatangKeluarNegeri

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan
Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.

Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi
Banyuasin.

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kab. Muba

Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.

Memahami Persyaratan Surat Keterangan Datang Keluar Negeri

Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.

Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK

Sl

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP SKPD Terkait 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
3. | Penyusunan RKA Database
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan penduduk:

1.

2.

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian surat keterangan datang keluar
negeri tidak dapat di entri ke database.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan

SuratKeteranganDatang Keluar Negeriharus dilengkapi Persyaratan
Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik

dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DATANG LUAR NEGERI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATA SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No

Uraian Kegiatan

mulai

Pemohon mengajukan berkas
permohonan sesuai dengan
persyaratan yang di tetapkan

Pemohon

i Persyaratan

Petugas Loket

1. pemohon
mengajukan berkas

Petugas loket / pelayanan

- Memeriksa kelengkapan berkas

- Mengagendakan dan meneruskan
kepada Verifikator / Validator

- Bila tidak lengkap dikembalikan
Kepada Pemohon

2. Menerima &
mencatat berkas
masuk

Verifikasi / Validasi memeriksa
kelengkapan berkas, meneliti

data dan meneruskan kepada

Operator apabila tidak valid dikembalikan
pemohon

ke

Supervisor aplikasi meneliti dan
disposisi persetujuan entri data
dan cetak SKP/SKPD

Operator mencetak SKP/SKPD , mengahapus
penduduk yang pindah, entri data penduduk

datang, Mencetak KK perubahan dan menyerahkan

ke Verifikator

data
yang

Petugas Verifikator meneliti dan membubuhkan

Lengkap

3. memeriksa
persyaratan dan
Validasi Data

paraf dan meneruskan untuk ditanda tangan
Kabid. Apabila ada kekliruan di kembalikan
operator

10. menerima
dokumen

Supervisor perijinan memeriksa,
meneliti, menanda tangani dan

diteruskan ke sekretariat untuk penomeran dan

diteruskan ke loket

Selesai p)

Petugas loket menerima dan
menyerahkan kepada pemohon
serta membuat tanda terima

Pemohon menerima KTP

9. menyerahkan
dokumen kepada

/

pemohon

. i Mutu Baku
Verifikator / Validator Operator Penandatangnan Penomoran Surat Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
- Kertas 10 menit Berkas SKP/SKPD
- Ballpoint di lengkapi
- Buku Agenda lembar
Disposisi
4. meneliti dan
memberikan
persetujuan entri - Kertas 10 menit Berkas SKP/SKPD
dan cetak
- Ballpoint yang sudah
- Buku Agenda di teliti dan
5. entri data dan di paraf
cetak dokumen
- Kertas 30 menit Berkas telah
P - Ballpoint di paraf
hasil
cetakan
- Komputer SKP/SKPD/KK perubahan
. — - Kertas 10 menit sudah di cetak
meneliti hasil - Ba“point
cetakan
- Buku Agenda
- Ballpoint 10 menit
mengagendakan - Lembar
dan Arsip Disposisi SKP/SKPD sudah SIAP
- Kertas 10 menit SKP/SKPD / KK
v - Ballpoint perubahan sudah ditanda
tangani
- Kertas 10 menit SKP/SKPD sudah di
- Ballpoint Nomori dan di cap
- Buku Agenda
- Tanda terima
1 Hari Hari Kerja




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan| :

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP SuratKeteranganTempat Tinggal

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK).

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi
Banyuasin.

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Muba

Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.

Memahami Persyaratan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.

Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK

Sl

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP SKPD Terkait 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
3. | Penyusunan RKA Database
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan penduduk:

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Surat Keterangan Tempat
Tinggal tidak dapat di entri ke database.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan

SuratKeterangan Tempat Tinggal harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pemohon Petugas Loket Operator Verifikator / Validator Supervisor Aplikasi Supervisor Perijinan Keterangan
I B — Kelengkapan Waktu Output
) \ Mulai Persyaratan )
1 Pemohon mengajukan berkas [ - Ballpoint
permohonan sesuai dengan - Formulir F4.01
H 4. meneliti dan - H
persyaratan yang di tetapkan o PTI— 3. memeriksa e Formulir F4.02
j 9 mencatat berkas persyaratan dan persetujuan entri
Berkas masuk Validasi Data dan cetak
2 Petugas loket / pelayanan T\ - Kertas 5 menit Berkas permohonan
- Memeriksa kelengkapan berkas - Ballpoint Pendataan Penduduk
- Mengagendakan dan meneruskan - Buku Agenda non permanen
kepada Verifikator / Validator - Staples dan isi dilengkapi Lembar
- Bila tidak lengkap dikembalikan Disposisi
Kepada Pemohon _<.engkap
3 Verifikasi / Validasi memeriksa TL L - Kertas 10 menit | Berkas permohonan
kelengkapan berkas, meneliti - Ballpoint yang sudah
data dan meneruskan kepada - Buku Agenda di teliti dan
Supervisor Aplikasi - Staples dan Isi di paraf
5. entri data dan
. . . tak dok
4 Supervisor aplikasi meneliti dan e - Kertas 5 menit Berkas telah di paraf
disposisi persetujuan entri data - Ballpoint dan persetujuan entri
dan cetak Biodata Penduduk 6. menerima dan 7. memeriksa & 8. meneliti dan - Staples dan isi
menyusun hasil meneliti hasil menanda tangani
cetakan cetakan dokumen
5 Operator, memeriksa, meneliti - Komputer Data penduduk non
entri data, cetak dan Pemuktahiran - Kertas 10 menit |Permanen sudah siap
data - Printer dan Toner cetak
9. menyerahkan .
10. menerima do kepada 9 - Ballpoint
dokumen < penduduk / dan Arsip
pemohon - Buku Agenda
6 Supervisi aplikasi, memeriksa, - Ballpoint 5 menit sudah di cetak dalam
meneliti dan memaraf hasil \5"’// - Lembar bentuk laporan
cetakan dan meneruskan kepada Selesai D Disposisi
Supervisi Perijinan
7 Supervisor perijinan memeriksa, - Ballpoint 5 menit Biodata sudah di
meneliti, menanda tangani dan - Lembar Disposisi tanda tangani
menyerahkan kepada petugas loket
- Kertas 3 menit Berkas sudah di tanda
8 Petugas loket menerima dan - Ballpoint tangani dan cap
menyerahkan kepada pemohon - Buku Agenda
serta membuat tanda terima - Cap
- Tanda terima
9 Pemohon menerima biodata - pena 1 Hari Hari Kerja

Normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP SuratKeteranganPenggantildentitas

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.

Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi
Banyuasin.

1.Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kab. Muba

2.Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.

3.Memahami Persyaratan Surat Keterangan Pengganti Identitas

4.Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.

5.Dapat Mengoperasikan KoSmputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP SKPD Terkait 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
3. | Penyusunan RKA Database
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Pendaftaran dan Pendataan penduduk:

1.

2.

Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Surat Keterangan Pengganti
Identitas tidak dapat di entri ke database.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan

SuratKeteranganPenggantildentitasharus dilengkapi Persyaratan
Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik
dan benar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TANDA IDENTITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No Uraian Kegiatan Pemohon Petugas Loket Operator Verifikator / Validator Supervisor Aplikasi Supervisor Perijinan Mutu Baku Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
4 < ME) .

1 Pemohon mengajukan berkas N— Persyaratan _J - Ballpoint
permohonan sesuai dengan - Formulir F4.01
persyaratan yang di tetapkan R - Formulir F4.02

versaion [2] mencoatberkes persaraanaan || perememnoni

2 Petugas loket / pelayanan Berkas masuk Validasi Data dan cetak - Kertas 5 menit Berkas permohonan
- Memeriksa kelengkapan berkas - Ballpoint Pendataan Penduduk
- Mengagendakan dan meneruskan - Buku Agenda non permanen

kepada Verifikator / Validator - Staples dan isi dilengkapi Lembar
- Bila tidak lengkap dikembalikan Disposisi
Kepada Pemohon

3 Verifikasi / Validasi memeriksa —T|_< Lengkap L - Kertas 10 menit | Berkas permohonan
kelengkapan berkas, meneliti - Ballpoint yang sudah
data dan meneruskan kepada - Buku Agenda di teliti dan
Supervisor Aplikasi - Staples dan Isi di paraf

4 Supervisor aplikasi meneliti dan 5. entri data dan - Kertas 5 menit Berkas telah di paraf
disposisi persetujuan entri data cetak dok - Ballpoint dan persetujuan entri
dan cetak Biodata Penduduk - Staples dan isi

6. menerima dan 7. memeriksa & 8. meneliti dan_

5 Operator, memeriksa, meneliti menyusun hasil menelnihasil i - Komputer Data penduduk non
entri data, cetak dan Pemuktahiran - Kertas 10 menit |permanen sudah siap
data - Printer dan Toner cetak

- Ballpoint
9. menyerahkan o - Buku Agenda
. . 10, menerima < ! Iendudkuelf;ida < ? dan Arsip . . .
6 Supervisi aplikasi, memeriksa, dokumen ppemohon - Ballpoint 5 menit sudah di cetak dalam
meneliti dan memaraf hasil - Lembar bentuk laporan
cetakan dan meneruskan kepada Disposisi
Supervisi Perijinan \> \\A“V
. . Selesai
7 Supervisor perijinan memeriksa, - Ballpoint 5 menit Biodata sudah di
meneliti, menanda tangani dan - Lembar Disposisi tanda tangani
menyerahkan kepada petugas loket
- Kertas 3 menit Berkas sudah di tanda
8 Petugas loket menerima dan - Ballpoint tangani dan cap
menyerahkan kepada pemohon - Buku Agenda
serta membuat tanda terima - Cap
- Tanda terima
9 Pemohon menerima biodata - pena 1 Hari Hari Kerja

Normal




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP PencatatanAkta Kelahiran

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muba
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 3. Memahami Persyaratan Akta Kelahiran
4. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 | 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun | 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
2006 tentang Aministrasi Kependudukan
S. Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil
7. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran Administrasi Kependudukan
8. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi
Adminitrasi Kependudukan
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52 Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan
peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP UPTD 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server Database
3 Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PenerbitanAkta Kelahirantidak dapat | Penerbitan Akta Kelahiran harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi
2. di entri ke database. dan di entri ke Database dengan baik dan benar.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan




SOP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Pemohon Staf Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output

1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan pembuatan Akta @ II Formulir F-2.01
Kelahiran esuai dengan
persyaratan yang ditetapkan

2. Petugas/Staf : Ball Point 5 Menit Berkas Akta
- Memeriksa Kelengkapan 2. Menerima berkas, Kertas dilengkapi = Lembar

Berkas 1.Pemohon memverifikasi Buku Agenda Disposisi
- Mengagendakan dan menyerahkan  [S>| kelengkapan dan H Staples dan Isi

Meneruskan kepada Kepala persyaratan mencatat berkas

Seksi kepada petugas masuk
- Bila tidak lengkap

dikembalikan kepada L

Pemohon . .

3. Kasi melakukan \ Sv]::;:{t‘jzn :érietfz‘;ite::fgzz Kertas 10 Menit Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan Lengkap LI validasi terhadap J ’ Ballpoint diteliti dan sudah
berkas, meneliti data, dan / persyaratan dan cetak Akta Akta Buku Agenda diparaf
meneruskan Kepada Kepala diteruskan Kepada Kelahiran Staples dan Isi
Bidang Kabid

4. Kepala Bidang Meneliti dan Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
mebuat disposisi pesetujuan Ballpoint diparaf dan
entri data, cetak Akta Memberikan lembar /I\ Staples dan Isi persetujuan entri
Kelahiran disposisi dan Kutipan Akta

meneruskan ke Kasi Kelahira dan
Register Akta
Kelahiran

S. Staf/Operator memeriksa dan 5.Merekam data Komputer 5 Menit Kutipan Akta
melakukan entri data Akta kelahiran dalam data Printer dan Toner Kelahiran, Register
Keahiran base Blangko Akta Akta Kelahiran

kependudukan, melaku Kelahiran Sudah Dicetak
kan entri data serta Buku Register
. g
cetak Register dan Kertas
- - — K 7. Kepala Bidang Ballpo%nt - -
6. Kasi Memerlk§a, meneliti dan 6.Memeriksa, memeriksa, 8.Kepala Dinas Ballpoint ) o 5 Menit Kutlp:_in Akta
memaraf hasil cetakan Akta menelitidan . : Lembar Disposisi Kelahiran dan
. meneliti, memparaf Menandatangani . .
Kelahirandan meneruskan memaraf pada Register dan Staples dan Isi Register Akta
kepada Kepala Bidang Kkertas pada kertas g . Kelahiran Sudah
permohonan dan permohonan, Kuup,a n Aldta Siap  Tidak  Ada
kemudian Kelahiran dan Kesalahan Cetak

7. Kepala Bidang Memeriksa, meneruskan meneruskan ke menyerahkan ke Ballpoint 5 Menit Kutipan Akta
meneliti, memparaf register, kepaqa Kepala Kadis untuk ditanda staf Lembar Disposisi Kelahiran dan
cetakan Akta Kelahiran Anak, Bidang tangani Register Sudah
dan meneruskan ke Kadis Ditanda tangani
untuk ditanda tangani

8. Kadis Menandatangani register, Ballpoint 5 Menit Kutipan Akta
kutipan Akta Kelahiran Anak, Kertas Kelahiran dan
dan Menyerahkan Ke Staf. 10. Pemohon 9.Menerima dan Buku Ager}da Rc?gister Sudah

) menyerahkan Tanda Terima Ditanda tangani
ménerlma N \ahi Cap dan di Cap
Kutipan Akta <— Akta Kelahiran & Tinta Cap

9. Staf Menerima dan Kelahiran yang kepada pemohon Pena 1 Hari Akta Sudah Jadi situasi
Menyerahkan Kutipan Akta telah selesai danmembuat
Akta Kelahiran Pemohon serta tanda terima kondisi
membuat tanda terima Normal

10 Pemohon menerima Kutipan

Akta Kelahiran




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Pencatatan Akta Perkawinan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sipil Kab. Muba
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahl.ln. 2007 3. Memahami Persyaratan Akta Perkawinan
tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi . . .
Kependudukan 4. Dapat Berkomumk.am dengan baik, benar'dan lancar. . .
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
Pencatatan Sipil
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil
7. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Administrasi Kependudukan
8. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
11. Peraturan Bupati No 64 tahun 2016
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52 Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan peningkatan
cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. | SOP UPTD 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
2. | Penyusunan Renstra Database
3. | Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PenerbitanAkta Perkawinan tidak | Penerbitan Akta Perkawinan harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
2. dapat di entri ke database. diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan




SOP PENCATATAN PERKAWINAN

. Pelaksana Mutu Baku Ket

No Aktifitas Pemohon Staf | Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output

1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan Pencatatan Persyaratan Formulir F-2.12
Perkawinan sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan

2. Petugas/Staf : Ball Point 5 Menit Berkas Akta
- Memeriksa Kelengkapan 2. Menerima berkas, Kertas dilengkapi = Lembar

Berkas | Pemohon memverifikasi Buku Agenda ) Disposisi
- Mengagendakan dan = kelengkapan dan Staples dan Isi

menyerahkan

Mene.ruskan kepada Kepala persyaratan mencatat berkas

S?kSI . kepada petugas masuk
- Bila tidak lengkap

dikembalikan kepada \l/

Pemohon TL 3.Melakukan 4. Membuat Disposisi

/\ verifikasi dan Persetujuan entri data,

3. Kasimelakukan validasi terhadap Kertas 10 Menit Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan Lengkap [| persyaratan dan Ce;akkAkt.a Alta Ballpoint diteliti }t:lang sudah
berkas, meneliti data dan diteruskan Kepada erawinan Buku Agenda diparaf
meneruskan Kepada Kepala Kabid Staples dan Isi
Bidang
Kepala Bidang Meneliti dan Memberikan lembar Kertas 5 Menit Berkas yang sudah

4. mebuat disposisi pesetujuan disposisi dan Ballpoint diparaf dan
entri data dan cetak Kutipan meneruskan ke Kasi Staples dan Isi persetujuan entri
Akta Perkawinan dan cetak  Akta

Perkawinan

S. Staf/Operator memeriksa dan Komputer 5 Menit Akta Perkawinan
melakukan entri data, cetak Printer dan Toner Sudah Dicetak
dan Pemutakhiran Data . Blangko Akta

5.Memeriksa dan X
. Perkawinan
Melakukan Entri Buku Register
data dan Cetak Kertas
Kutipan dan Ballpoint

6. Kasi Memeriksa, meneliti dan Register Akta Ballpoint 5 Menit Akta Sudah Siap
memaraf hasil cetakan Perkawinan Lembar Disposisi Tidak Ada
Kutipan dan Register Akta Staples dan Isi Kesalahan Cetak
Perkawinan dan meneruskan
kepada Kepala Bidang 6.Memeriksa, 7. Kepala Bidang

menelitidan memeriksa, 8.Kepala Dinas
7. Kepala Bidang Memeriksa, meneliti, memparaf Menandatangani Ballpoint 5 Menit Akta Sudah
. h memaraf pada . L. N N
meneliti, memparaf register, kertas pada kertas Register dan Lembar Disposisi Ditanda tangani
11:;1{:;})&1’1 Alg{;?k:vj;aﬁam Ce(;zrli : permohonan dan 9 permohonan, Kutipén Akta
meneruskan ke Kadis meneruskan kemudian Perkawinan dan
: kepada Kepala meneruskan ke menyerahkan ke
- - - . Kadis untuk ditanda staf ‘ ‘

8. Kadis Menandatangani Register Bidang A Ballpoint 5 Menit Akta sudah
dan Kutipan Akta Perkawinan 9.Menerima dan tangani Kertas Ditanda tangani
dan Menyerahkan Ke Staf. 10. Pemohon Buku Agenda dan di cap Dinas

Menyerahkan .
menerima . Tanda Terima
Kutipan Akta C
Kutipan Akta < Perkawinan T?p c
Perkawinan a inta Cap

9. Staf Menerima dan Kepada Pemohon Pena 1 Hari Akta Sudah Jadi Situasi
Menyerahkan Kutipan Akta yan? teléh dan Membuat Kondisi
Perkawinan kepada Pemohon selesal Tanda Terima Normal
serta membuat tanda terima

10 Pemohon menerima Kutipan

Akta Perkawinan




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan| :

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Pencatatan Akta Perceraian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sipil Kab. Muba
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 | 3. Memahami Persyaratan Akta Perceraian
Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun | 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
2006 tentang Aministrasi Kependudukan 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
S. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil
7. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil
8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP UPTD 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke
3. | Penyusunan RKA Server Database
3. Alat Tulis Kantor
4. Blanko dan Buku Register Akta Perceraian
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PenerbitanAkta Perceraiantidak dapat di | Penerbitan Akta Perceraian harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
2. entri ke database. diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan




SOP PELAYANAN PENCATATAN PERCERAIAN

No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Pemohon Staf | Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output

1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan Pencatatan @ Persyaratan Formulir F-2.19
Perceraian sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan

2. Petugas/Staf : Ball Point 5 Menit Berkas Akta
- Memeriksa Kelengkapan 2. Menerima berkas, Kertas dilengkapi Lembar

Berkas | Pemohon memverifikasi Buku Agenda Disposisi
- Mengagendakan dan menyerahkan Y kelengkapan dan Staples dan Isi

Meneijkan kepada Kepala persyaratan mencatat berkas

Seksi kepada petugas masuk
- Bila tidak lengkap

dikembalikan kepada \l/

Pemohon TL 3.Melakukan 4. Membuat Disposisi

/\ "_eriﬁl_‘aSi dan Persetujuan entri data,

3. Kasi melakukan Lengkap || validasi terhadap cetak Akta Akta Kertas 10 Menit | Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan persyaratan dan Perceraian Ballpoint diteliti dan sudah
berkas, meneliti data dan diteruskan Kepada Buku Agenda diparaf
meneruskan Kepada Kepala Kabid Staples dan Isi
Bidang

4. Kepala Bidang Meneliti dan Memberikan lembar Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
mebuat disposisi pesetujuan disposisi dan Ballpoint diparaf dan
entri data dan cetak Akta meneruskan ke Kasi Staples dan Isi persetujuan entri
Perceraian dan  cetak  Akta

Perceraian

S. Staf/Operator memeriksa dan Komputer 5 Menit Akta Perceraian
melakukan entri data, cetak i Printer dan Toner Sudah Dicetak
dan Pemutakhiran Data 5-Memeriksa dan Blangko Akta

Melakukan Entri Kelahiran
data dan Cetak Buku Register
Kutipan dan Kertas
Register Akta Ballpoint

6. Kasi Memeriksa, meneliti dan Perceraian Ballpoint 5 Menit Akta Sudah Siap
memaraf hasil cetakan Akta Lembar Disposisi Tidak Ada
Perkawinan dan meneruskan 7. Kepala Bidang 8. 1. Menandatangani Staples dan Isi Kesalahan Cetak
kepada Kepala Bidang 6.Memeriksa, memeriksa. catatan pinggir pada

iti . Register Akta

7. Kepala Bidang Memeriksa, mtz;t?iiza meneliti, memparaf Perliwinan dan Ballpoint 5 Menit Akta Sudah
meneliti, memparaf register, pada kertas but Akt Lembar Disposisi Ditanda tangani
kutipan Akta dan hasi cetak > kertas = permohonan, mencabut Axta
Akta Perceraian dan permohonan dan kemudian Perkawinan .
meneruskan ke Kadis. meneruskan meneruskan ke 2 Menandatangani

kepada Kepala Kadis untuk ditanda Register dan Kutipan

8. Kadis Menandatangani Register Bidang tangani Akta Perceraian dan Ballpoint 5 Menit Akta sudah
dan Kutipan Akta menyerahkan ke staf Kertas Ditanda tangani
Perceraiandan Menyerahkan Ke . Buku Agenda dan di cap Dinas

9.Menerima dan .
Staf. 10. Pemohon Tanda Terima
menerima Men}yerahkan Cap
Kutipan Akta L Kutipan .{-\kta Tinta Cap

9. Staf Menerima dan Perceraian < Perceraian Pena 1 Hari Akta Sudah Jadi Situasi

Menyerahkan Akta Perceraian Kepada Pemohon Kondisi
yang telah

kepada Pemohon serta . dan Membuat Normal

membuat tanda terima selesai Tanda Terima

10 Pemohon menerima Akta

Perceraian




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Pencatatan Akta Pengakuan Anak

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sipil Kab. Muba
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 3. Memahami Persyaratan Akta Pengakuan Anak
2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
Aministrasi Kependudukan 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil
7. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Administrasi Kependudukan
8. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
11. Peraturan Bupati No 64 tahun 2016
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52 Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan peningkatan
cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP UPTD 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke
3. | Penyusunan RKA Server Database
3. Alat Tulis Kantor
4. Blanko dan Buku Register Pengakuan Anak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PenerbitanAkta Pengakuan | Penerbitan Akta Pengakuan Anak harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
Anaktidak dapat di entri ke database. diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.
2. Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan




SOP Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak

No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Pemohon Staf I Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output
1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan Pencatatan Perceraian Persyaratan Formulir F-2.39
Z?tseli:l kac-inengan persyaratan yang (Srt.Pernyataan
P Pengakuan Anak
3 Momerima bork dari Ayah Biologis
: ;:i::?ﬁk:;as Yang disetujui Ibu
1.Pemohon - Kandung)
2. Petugas/Staf : menyerabkan 1> kelengkapan dan Ball Point 5 Menit Berkas Akta
- xemerlksz Kflengkapidn Berka; persyaratan mencatat Trkas Kertas dilengkapi  Lembar
- engagendakan dan eneruskan masu. 1 isi
kepada Kepala Seksi kepada petugas g:lklf Agdend? . Disposisi
- Bila tidak lengkap dikembalikan apies dan 1sl
kepada Pemohon 4. Membuat Disposisi
3. Kasi melakukan | 1L 3. Melakukan Persetujuan entridata, Kertas 10 Menit | Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan \ et dan cetak Akta Akta Ballpoint diteliti dan sudah
berkas, meneliti data, Mencari Lengkap || validasi terhadap > Pengakuan Anak Buku Agenda diparaf
Register Akta Kelahiran dan persyaratan dan Staples dan Isi
meneruskan Kepada Kepala diteruskan Kepada
Kabid
Bidang o
4. Kepala Bidang Meneliti dan Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
mebuat disposisi pesetujuan ] Ballpoint diparaf dan
entri  data, cetak  Akta Memberikan lembar Staples dan Isi persetujuan entri
Pengakuan Anak, dan disposisi disposisi dan dan  cetak  Akta
pembuatan caping di meneruskan ke Kasi Pengakuan Anak,
Kutipandan Register ~ Akta Caping Kutipan Akta
Kelahiran Kelahiran, Register
Akta Kelahiran
S. Staf/Operator memeriksa dan Komputer 5 Menit Akta Pengakuan
melakukan entri data, i Printer dan Toner Anak, Caping
Pengakuan anak serta 5-Memeriksa dar? Blangko Akta Kutipan Akta
pembuatan Caping pada Melakukan Entri Pengakuan Anak Kelahiran, Register
Kutipan dan Register Akta data dan Cetak Buku Register Akta Kelahiran
Keahiran Kutipan dan Kertas Sudah Dicetak
Register Akta Ballpoint
6. Kasi Memeriksa, meneliti dan Pengakuan Anak Ballpoint 5 Menit Akta Pengakuan
memaraf hasil cetakan Akta 7. Kepala Bidang Lembar Disposisi AnakDan Caping
Pengakuan anak, Caping memeriksa, s . Staples dan Isi Kutipan dan
Kutipan Akta Kelahiran, 6.Memeriksa, meneliti, memparaf .1.‘MenandatanAgam Register Akta
Register Akta Kelahirandan menelitidan pada kertas Register dan Kutipan K'elahiran.Sudah
meneruskan kepada Kepala Akta Pengakuan Anak Siap Tidak Ada
: memaraf pada permohonan, .
Bidang Kerta Kemudian 2. Menandatangani Kesalahan Cetak
7. Kepala Bidang Memeriksa, > ertas > catatan pinggir pada Ballpoint 5 Menit Akta Sudah
iti : permohonan dan meneruskan ke . . . . .
meneliti, memparaf register, kutipan akta Lembar Disposisi Ditanda tangani
cetakan Akta Pengakuan anak, meneruskan Kadis untuk ditanda Kelahi a
Caping Kutipan Akta kepada Kepala tangani . alirkan ;: N iaf
Kelahiran, Register Akta Bidang menyerafikan ke s
Kelahiran dan meneruskan ke
Kadis untuk ditanda tangani
8. Kadis Menandatangani register, Ballpoint 5 Menit Akta sudah
kutipan Akta Pengakuan 9. 1.Menerima Kertas Ditanda tangani
Anak,Caping Pada Kutipan dan Menyerahkan Buku Agenda dan di cap Dinas
Akta Kelahiran dan Register Akta Pengakuan Tanda Terima
Akta Kelahiran 10.Menerima Anak Cap
dan Menyerahkan Ke Staf. Akta 2. Menyerahkan Tinta Cap
9. Staf Menerima dan <H R -
Pengakuan Kutipan Akta N . . . .
Menyerahkan Akta Pengakuan Anak Kelahi Pena 1 Hari Akta Sudah Jadi Situasi
Anak dan Kutipan Akta clahiran yang Kondisi
Kelahiran yang sudah di beri sudah di caping Normal
Catatan Pinggirkepada Kepada Pemohon

Pemohon serta membuat tanda
terima

danMembuat
Tanda Terima




10

Pemohon menerima Akta Pengakuan
Anak dan Kutipan Akta Kelahiran
yang sudah diberi Catatan Pinggir

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP
Tgl.
Pembuatan
| Tgl. Revisi
| Tgl. Efektif
Disahkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,
HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003
Nama SOP PencatatanAkta Pengesahan Anak

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sipil Kab. Muba
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 | 3. Memahami Persyaratan Akta Pengesahan Anak
tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi | 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
Kependudukan 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil
7. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Administrasi Kependudukan
8. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
10. Permendagri Nomor 102 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun
2015 tentang spesifikasi blangko serta formulasi kalimat dalam register akta pengesahan anak dan kutipan akta
pengesahan anak
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
12. Peraturan Bupati No 64 tahun 2016
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52 Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan peningkatan
cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. | SOP UPTD 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke
2. | Penyusunan Renstra Server Database
3. | Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
4. Blanko dan Buku Register Akta Pengesahan Anak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. | Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PenerbitanAkta Pengesahan Anaktidak | Penerbitan Akta Pengesahan Anak harus dilengkapi Persyaratan




2. dapat di entri ke database. Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan baik dan benar.
SOP PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Pemohon Staf | Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output

1. Pemohon mengajukan berkas - Ballpoint
permohonan Pencatatan Perceraian Persyaratan - Formulir F-2.40
sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan

2. Petugas/Staf : - Ball Point 5 Menit Berkas Akta
- Memeriksa Kelengkapan - Kertas dilengkapi  Lembar

Berkas 2. Menerima berkas, - Buku Agenda Disposisi
- Mengagendakan dan 1.Pemohon memverifikasi | 4. Membuat Disposisi - Staples dan Isi

Meneruskan kepada Kepala menyerahkan > kelengkapan dan Persetujuan entri data,

Seksi persyaratan mencatat berkas cetak Akta pengesahan
- B.ila ) tidak lengkap kepada petugas masuk 3.Meneliti & anak dan disposisi

dikembalikan kepada Memeriksa/Ve pembuatan Caping di

Pemohon . . 9 . .

. TL rifikasi berkas, Kutipan Akta Kelahiran -

3. Kasi melakukan mencari danResister Akta - Kertas 10 Menit Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan /\ . € - Ballpoint diteliti dan sudah
berkas, meneliti data, Mencari Lengkap t| Register Akta - Buku Agenda diparaf
Register Akta Kelahiran dan Kelahiran, dan - Staples dan Isi
meneruskan Kepada Kepala MeneruskanKe
Bidang pada Kabid

4. Kepala Bidang Meneliti dan - Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
mebuat disposisi pesetujuan - Ballpoint diparaf dan
entri  data, cetak  Akta engagendakan serta N\ Staples dan Isi persetujuan entri
Pengesahan Anak, dan menambahkanlemba dan cetak Akta
disposisi pembuatan caping di r Disposisi Pengesahan  Anak,
Kutipandan Register  Akta Caping Kutipan Akta
Kelahiran Kelahiran, Register

Akta Kelahiran

S. Staf/Operator memeriksa dan - Komputer 5 Menit Akta Pengesahan
melakukan entri data, 5 Memeriksa dan - Printer dan Toner Anak, Caping
Pengesahan angk serta Melakukan Entri - Blangko Akta Kutlpgn Akta
pembuatan Caping pada data dan Cetak Kelahiran Kelahiran, Register
Kutipan dan Register Akta - Buku Register Akta Kelahiran

: Akta Pengesahan :
Keahiran - Kertas Sudah Dicetak
anak serta - Ballpoint

6. Kasi Memeriksa, meneliti dan pembuatan Caping 7. KePala Bidang ) - Ballpoint 5 Menit Akta Pengesahan
memaraf hasil cetakan Akta pada Kutipan Memeriksa, meneliti, . - Lembar Disposisi Dan Caping Kutipan
Pengesahan  anak, Caping AktaKeahiran dan 6.Memeriksa, memparaf register, 8.‘Menanda‘ltangam - Staples dan Isi dan Register Akta
Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Meneliti dan cetakan Akta register, kutipan Akta KelahiranSudah
Register Akta Kelahirandan memaraf hasil Pengesahan anak, Pengesahan Siap Tidak Ada
menemskan kepada Kepala cetakan Akta Caping Kutipan Anak,Caping Pada Kesalahan Cetak
Bidang ' ' J Pengesahan Anak, Akta Kelahiran, Kutipan Akta i i

7. Kepala Bidang Memeriksa, A Caping Kutipan > Register Akta Kelahiran dan - Ballpoint 5 Menit Akta Sudah
meneliti, memparaf register, . . Regist - Lembar Disposisi Ditanda tangani

Akta Kelahiran, Kelahiran egister
cetakan  Akta  Pengesahan . AktaKelahi
anak, Caping Kutipan Akta Register Akta danmeneruskan ke akelahiran
Kelahiran, Register Akta Kelahiran&meneru Kadis untuk ditanda
Kelahiran dan meneruskan ke skan kepada tangani
Kadis untuk ditanda tangani Kabid

8. Kadis Menandatangani register, - Ballpoint 5 Menit Akta sudah
kutipan Akta Pengesahan - Kertas Ditanda tangani
Anak,Caping Pada Kutipan - Buku Agenda dan di cap Dinas
Akta Kelahiran dan Register 9.Menerima dan - Tanda Terima
Akta Kelahiran 10.Menerima Menyerahkan - C'ap
dan Menygrahkan Ke Staf. Akta Akta Pengesahan - Tinta Cap

9. Staf Menerima dan Menyerahkan < Anak Kepad - Pena 1 Hari Akta Sudah Jadi Situasi
Akta Pengesahan Anak dan Kutipan PengesahanAn nak tepada Kondisi
Akta Kelahiran yang sudah di beri ak Pemohon Normal
Catatan Pinggirkepada Pemohon danMembuat
serta membuat tanda terima T .

- anda Terima

10 Pemohon menerima Akta

Pengesahan Anak dan Kutipan Akta
Kelahiran yang sudah diberi Catatan




Pinggir

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Pencatatan Akta Kematian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Muba
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun | 3- Memahami Persyaratan Akta Kamatian
2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang | %= Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar. o
. . 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
Aministrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil
7. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Administrasi Kependudukan
8. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
11. Peraturan Bupati No 64 tahun 2016
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52 Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan peningkatan
cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP UPTD 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server Database
3 Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
4. Blanko dan Buku Register Akta Kematian
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PenerbitanAkta Kamatiantidak dapat di entri ke | Penerbitan Akta Kematian harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
2. database. diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan




SOP PENCATATAN AKTA KEMATIAN

. Pelaksana Mutu Baku Ket

No Aktifitas Pemohon Staf | Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output

1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan Pencatatan Persyaratan Formulir F-2.12
Kematian sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan

2. Petugas/Staf : N W Ball Point 5 Menit Berkas Akta
- Memeriksa Kelengkapan 2. Menerima berkas, Kertas dilengkapi Lembar

Berkas 1.Pemohon ifikasi Buku Agenda Disposisi
- Mengagendakan dan menyerahtkan 9 keﬁi?ll/:;;ﬁ:az;n 1 Staples gdan Isi P

persyaratan

Meneruskan kepada Kepala kepada petugas mencatat berkas

Seksi K
- Bila tidak lengkap masu 3.Meneliti & 4. Membuat

dikembalikan kepada Memeriksa/Ve Disposisi

Pemohon TL rifikasi berkas Persetujuan entri

dan data dan cetak

3. Kasi melakukan Lengkap L Meneruskan Akta Kematian Kertas 10 Menit Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan Kepada Kabid Ballpoint diteliti dan sudah
berkas, meneliti data dan Buku Agenda diparaf
meneruskan Kepada Kepala Staples dan Isi
Bidang /

4. Kepala Bidang Meneliti dan lengagendakan serta Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
meb}lat disposisi pesetujuan menambahkanlemba Ballpoint ) diparaf ) dar}
entri data dan cetak Akta ¢ Disposisi Staples dan Isi persetujuan entri
Kematian dan cetak  Akta

Kematian

5. Staf/Operator memeriksa dan Komputer 5 Menit Akta Kematian
melakukan entri data, cetak Printer dan Toner Sudah Dicetak
dan Pemutakhiran Data . Blangko Akta

5.Memeriksa dan .
K Kematian
Melakukan Entri Buku Register
data dan Cetak Kertas
Akta Kematian Ballpoint

6. Kasi Memeriksa, meneliti dan Ballpoint 5 Menit Akta Sudah Siap
memaraf hasil cetakan Akta Lembar Disposisi Tidak Ada
Kematian dan meneruskan Staples dan Isi Kesalahan Cetak
kepada Kepala Bidang 7. Memeriksa

6.Memeriksa, Meneliti, Memparaf 3

7. Kepala Bidang Memeriksa, Meneliti dan Register, Kutipan 8.Kepala Dinas Ballpoint 5 Menit Akta Sudah
Lnt(letr'leliti, A l1{1t1err1(:11)arafh r'egistterl; memaraf hasil Akta dan Hasil Menafldatangani Lembar Disposisi Ditanda tangani
kutipan Akta dan hasi cetak J| cetakan akia Cetak Akta Register dan
meneruskan ke Kadis. 1 Kematian dan Kematian dan Kuﬂpén Akta

meneruskan Meneruskan Ke Kematian dan

8. Kadis Menandatangani Register kepada Kabid Kadis menyerahkan ke staf Ballpoint 5 Menit Akta sudah
dan Kutipan Akta Kematiandan 9.Menerima dan Kertas Ditanda tangani
Menyerahkan Ke Staf. Menverahk: Buku Agenda dan di cap Dinas

yera an
10.Pemohon Kuti Tanda Terima
Menerima utipan Akta Cap
Kutipan Akta Kematian Kepada Tinta Cap
n . r Pemohon dan - T T T

9. Staf Menerima dan Kematian < Pena 1 Hari Akta Sudah Jadi Situasi
Menyerahkan Kutipan Akta yang telah Membuét Tanda kondisi
Kematian kepada Pemohon selesai Terima Normal
serta membuat tanda terima

10 Pemohon menerima Kutipan

Akta Kematian




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Pencatatan Pewarganegaraan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Kab. Muba
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 | 3- Memahami Persyaratan Perubahan Pewarganegaraan
tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi | & Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar, —
Kependudukan 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil
7. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP UPTD 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
3 Penyusunan RKA Database
3. Alat Tulis Kantor
4. Formulir F2.42
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Pencatatan Perubahan Pewarganegaraantidak dapat di | Pencatatanperubahan pewarganegaraan dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
2. entri ke database. diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.
Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan




SOP PENCATATAN PEWARGANEGARAAN

Pelaksana Mutu Baku Ket

N Aktifit - - -

° Hitas Pemohon Staf Kasi Kepala Bidan; Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output
p g p gkap p

1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan perubahan Persyaratan Formulir F-2.42
pewargamegaraan sesuai
dengan persyaratan  yang
ditetapkan 2 Menerima bork

2. Petugas/Staf : ' I;nli?fﬁk:rias’ Ball Point 5 Menit Berkas Pemohon
- Memeriksa Kelengkapan emve S Kertas dilengkapi = Lembar

Berk 1.Pemohon kelengkapan dan [+ Buku Agend Di isi
crkas menyerahkan mencatat berkas 3.Meneliti & UKy Agenada | 1sposist
- Mengagendakan dan persyaratan masak Memeriksa,/Ve Staples dan Isi
Meneruskan kepada Kepala kepada petugas rifikasi berkas 4. Membuat Disposisi
S(.eksi ) Mencari ’ Persetujuan Pembuatan
- B.11a ) tidak lengkap L Register Akta |5 catatan Pinggir pada
dikembalikan kepada 8] e Register dan Kutipan
Pemohon /\ Catatan Sipil Akta Catatan Sipil
- n Sipil -

3. Kasi melakukan Lengkap L dan & Latatan Sip Kertas 10 Menit Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan Meneruskan Ballpoint diteliti dan sudah
berkas, meneliti data, dan Kepada Kabid Buku Agenda diparaf
Mencari Arsip Register Akta Staples dan Isi
Catatan  Sipil meneruskan
Kepada Kepala Bidang

4. Kepala BiQang ) AMeneliti Adan engagendakan serta Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
mebuat  disposisi  pesetujuan menambahkanlemba /I\ Ballpoint ) diparaf ) dar}
Pembuatan catatan pinggir pada ¢ Disposisi Staples dan Isi persetujuan entri
Kutipan ) Qan Register  Akta P Pembuatan catatan
Catatan Sipil Pinggir pada Register

dan Kutipan Akta
Catatan Sipil

S. Staf/Operator memeriksa dan Komputer 5 Menit catatan Pinggir pada
melakukap 'entrti pembua;an 5.Memeriksa dan Printer dap Toner Register dan Kutlpap
Catgtan Pinggir pada thlpan an Melakukan Entri Buku Register Akta Catatan Sipil
Register Akta Catatan Sipil U Kertas sudah dicetak

Pembuétan . Ballpoint

6. Kasi Memeriksa, meneliti dan catatan Pinggir Ballpoint 5 Menit catatan Pinggir pada
memgraf hasil Qetakan catgtan pada Register dan 7. Kepala Bidang Lembar Disposisi Register dan
Ki{ntiglrc zetliz rll?egslistﬁr i?r; Krliuiiﬁ Kutipan Akta Memeriksa, meneliti, Staples dan Isi Kutipan Akta

enerus. ini . ..
kepada Kepala BicFl)ang Catatan Sipil 6.Memeriksa, memparaf catatan (S:'atatanT'sépi Suiih
Meneliti dan pinggir pd Kutipan Klapl h 1 é tak a
- . memaraf hasil dan Register Akta T T csaanan ¢ a. T

7. Kepala Bidang Memeriksa, o 8.Kepala Dinas Ballpoint 5 Menit catatan Pinggir
meneliti, memparaf register, hasil cetakan catatan Catatan Sipil ep ) Lembar Disposisi pada Register dan
Cetakan catatan pinggir pada | Pinggir pd Kutipan meneruskan ke Menandétanganl Kutipan Akta
Register dan Kutipan Akta 1 dan Register Akta Kadis untuk ditanda catatan pinggir pd Catatan Sipil
Cata'ttan Sipil, 'dan menemskan ke Catatan Sipil tangani Kutipan dan Sudah Ditanda
Kadis untuk ditanda tangani meneruskan Register Akta tangani

8. Kadis Menandatangani catatan kepada Kepala Catatan Sipil dan Ballpoint 5 Menit catatan Pinggir
pinggir rggi§ter dan kutipan Akta 9.Menerima dan Bidang menyerahkan ke Kertas pada Register dan
catatan sipil dan Menyerahkan Ke 10 Pemohon Menyerahkan staf Buku Agenda Kutipan Akta
Staf. Menerima kutipan Akta Tanda Terima Catatan Sipil

catatan Catatan Sipil Cap Sudah Ditanda
o - Kepada Pemohon Tinta Cap tangani dan di Cap

9. Staf Menerima dan Menyerahkan pingsir dl;n Membuat Pena 1 Hari catatan Pinggir | Situasi

t(::attattan g@n%gir Pkuti}})lan Ak:a Iélmpan glftj Tanda Terima pada Register dan | Kondisi
atatan Sipi emohon serta atatan Sipil Kutipan Akta | Normal
membuat tanda terima yang telah Catatan Sipil

10 Pemohon menerima  catatan selesai Sudah Jadi

pinggir Kutipan Akta Catatan
Sipil




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Pencatatan Lahir Mati

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Muba
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Rl 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 i' gznzh;;ifgjﬁg?ré;uﬁ E;tlir%r;i? I&Z‘Elfall\l/[j‘;
Tahun 2007_ tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 5 Dagat Mengoperasikan Koil puter dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
tentang Aministrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil
7. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran Administrasi Kependudukan
8. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP UPTD 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server Database
3 Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian PenerbitanSurat Keterangan Lahir Matitidak | Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati harus dilengkapi Persyaratan Administrasinya,
2. dapat di entri ke database. diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database dengan baik dan benar.

Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan




SOP PENCATATAN LAHIR MATI

No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Pemohon Staf | Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output

1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan penerbitan surat @ Persyaratan Formulir
ket. Lahir mati sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan

2. Petugas/Staf : Ball Point 5 Menit Berkas Akta
- Memeriksa Kelengkapan 2. Menerima berkas, Kertas dilengkapi  Lembar

Berkas | Pemohon memverifikasi Buku Agenda ) Disposisi
- Mengagendakan dan menyerahkan 9 kelengkapan dan Staples dan Isi
Ié/[elile'mSkan kepada Kepala persyaratan mencatat berkas
eksi
- Bila tidak lengkap fepada perugas masuk 8.Meneliti & 4. Membuat
dikembalikan kepada \l/ Memeriksa/Ve Disposisi
Pemohon TL rifikasi berkas Persetujuan entri
_ /\ dan data dan cetak _

3. Kasi ) ~ melakukan Lengkap | Meneruskan surat ket. Lahir Kertas 10 Menit | Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan Kepada Kabid mati Ballpoint diteliti dan sudah
berkas, meneliti data dan Buku Agenda diparaf
meneruskan Kepada Kepala Staples dan Isi
Bidang

4. lengagendakan serta Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
Kepala Bidang Meneliti dan menambahkanlemba Ballpoint diparaf dan
mebuat disposisi pesetujuan r Disposisi Staples dan Isi persetujuan entri
entri data dan surat dan surat
keterangan lahir mati keterangan lahir

mati

S. Staf/Operator memeriksa dan Komputer 5 Menit Surat keterangan
melakukan entri data, cetak 5.Memeriksa dan Printer dan Toner lahir mati Sudah
dan Pemutakhiran Data Melakukan Entri Blangko Akta Dicetak

data dan Cetak Kematian .
surat ket. Lahir Buku Register
mati KertasA
Ballpoint

6. Kasi Memeriksa, meneliti dan Ballpoint 5 Menit Surat keterangan
memaraf hasil cetakan surat Lembar Disposisi lahir mati Sudah
keterangan lahir mati dan Staples dan Isi Siap Tidak Ada
meneruskan kepada Kepala . Kesalahan Cetak
Bidang 7. Memeriksa

6.Memeriksa, Meneliti, Memparaf 8.Kepala Dinas

7. Kepala Bidang Memeriksa, Meneliti dan Register, Kutipan Menandatangani Ballpoint 5 Menit Akta surat
meneliti, memparaf register, N memaraf hasil dan Hasil Cetak Register dan surat Lembar Disposisi keterangan  lahir
dan hasi cetak Surat ket. Lahir g cetakan surat ket. surat ket. Lahir mati ket. Lahir mati dan mati Sudah
mati dan meneruskan ke Lahir mati dan dan Meneruskan Ke menyerahkan ke staf Ditanda tangani
Kadis. meneruskan Kadis

8. Kadis Mf':nandatangani Register 9 Menerima dan kepada Kabid Ballpoint 5 Menit Akta surgt
dan Kutipan Surat keterangan Menyerahkan Kertas keterangan  lahir
lahir Mati dan Menyerahkan Ke ) Buku Agenda mati sudah
Staf. 10. Pemohon surat ket. Lahir Tanda Terima Ditanda  tangani

Menerima mati Kepada Cap dan di cap Dinas
surat ket. é— Pemohon dan Tinta Cap

9. Staf Menerima dan Lahir mati Membuat Tanda Pena 1 Hari Akta surat | Situasi
Menyerahkan Kutipan surat yang telah Terima keterangan  lahir | Kondisi
ket. Lahir mati kepada selesai mati Sudah Jadi Normal
Pemohon

10 Pemohon menerima Kutipan

surat keterangan lahir mati




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl.
Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Nomor 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Sipil Kab. Muba
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3. Memahami Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
5. Peraturan Pemerintah Rl 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Aministrasi Kependudukan
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil
7. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil
8. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP UPTD 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
3. | Penyusunan RKA Database
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Penerbitan Surat Keterangan | Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan harus dilengkapi
Pembatalan Perkawinantidak dapat di entri ke database. Persyaratan Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke Database
2. Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan dengan baik dan benar.




SOP Pencatatan Pembatalan Perkawinan

. Pelaksana Mutu Baku Ket

No Aktifitas Pemohon Staf | Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output

1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan Pembatalan @ Persyaratan Formulir F-2.08
Perkawinan sesuai dengan Formulir F2.10
persyaratan yang ditetapkan (Untuk WNA)

2. Petugas/Staf : Ball Point 5 Menit Berkas permohonan
- Memeriksa Kelengkapan 2. Menerima berkas, Kertas Pembatalan

Berkas 1.Pemohon memverifikasi Buku Agenda Perkawinan
- Mengagendakan dan menyerahkan =) kelengkapan dan Staples dan Isi dilengkapi  Lembar
Meneruskan kepada Kepala persyaratan mencatat berkas Disposisi
Seksi kepada petugas masuk
dB;ll(aembali lgir?k lle{relgl;aig \l/ 3. Meneliti & 4. Mem'buat Dis'posisi
Pemohon TL Memeriksa/Ve Persetujuan entri data,

3. Kasi melakukan /\ rifikasi berkas, | cetak Surat Keterangan Kertas 10 Menit | Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan Lengkap L dan Pembatalan Perkawinan Ballpoint diteliti dan sudah
berkas, meneliti data, dan Meneruskan Buku Agenda diparaf
meneruskan Kepada Kepala Kepada Kabid Staples dan Isi
Bidang

4. Kepala Bidang Meneliti dan Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
mebuat disposisi pesetujuan Ballpoint diparaf dan
entri data  cetak  Surat engagendakan serta Staples dan Isi persetujuan entri
Keterangan Pembatalan menambahkan Surat Keterangan
Perkawinan dan Memberikan lembar Disposisi Pembatalan
Catatan Pinggir Pada Register Perkawinan
Akta Perkawinan

S. Staf/Operator memeriksa dan Komputer 5 Menit Surat Keterangan
melakukan entri data Surat Printer dan Toner Pembatalan
Keterangan Pembatalan Blangko Surat Perkawinan  Sudah
Perkawinan Keterangan Lahir Dicetak

5.Memeriksa dan Mati .
Melakukan Entri Buku Register
data dan Cetak gZ{ltgsin t

6. Kasi Memeriksa, meneliti dan Surat Keterangan 6.Memeriksa 7. Kepala Bidang Ballpoint 5 Menit Surat Keterangan
memaraf hasil cetakan Surat Pembatfilan Menel'ti dan’ Memeriksa, meneliti, Lembar Disposisi Pembatalan
Keterangan Pembatalan Perkawinan memar;f hasil memparaf cetakan Staples dan Isi szrkawin:_in Sudah
Pferkalwman dan ) Catatan cotakan Surat Surat Keterangan 8.Kepala Dinas Siap Tidak Ada
Perkawinan lau  meneruskan Keterangan Pembatalan Menandatangeni fesalahan Cetak
kepada Kepala Bidang Pembatalan Perkam?an Surat Keterangan

7. Kepala Bidang Memeriksa, meneliti, : Perkawinan Catan -9 kemudian Pem?atalm Ballpoint 5 Menit Surat Keterangan
Surat ~ Keterangan  Pembatalan Pinggir pada meneruskan ke Perkawinan dan Lembar Disposisi Pembatalan
gzzikaamlgea;ilste?‘anAk(t:aata;’aer;kaF\;;gagrl: Register Akta Kadis untuk (%itanda menyerahkan ke P(?rkawinan Sudah
meneruskan ke Kadis untuk ditanda 9.Menerima dan Perkawinan tangani staf Ditanda tangani
tangani _ Menyerahkan meneruskan

8. Kadis Menandatangani Surat Surat Keterangan kepada Kabid Ballpoint 5 Menit Surat Keterangan
Keteranlgan Pembatatalan 10.pemohon Keterangan Kertas Pembatalan
Perkawinan dan Menyerahkan Ke P . g Buku Agenda Perkawinan Sudah
Staf. Menerima Pembatalan N X ;

) Tanda Terima Ditanda tangani dan
Surat Perkawinan N
Cap di Cap
Keterangan <_ Pemohon dan L Tinta Cap

9. Staf Menerima dan Menyerahkan Pembatalan Membuat Tanda N Pena 1 Hari Surat Keterangan | Situasi
Surat ) Keterangan Pembatalan Perkawinan Terima Pembatalan kondisi
Perkawinan Pemohon serta yang selesai Perkawinan Sudah | Normal
membuat tanda terima .

10 Pemohon menerima Surat Jadi

Keterangan Pembatalan Perkawinan




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan| :

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Pencatatan Pembatalan Perceraian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor | 1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan
32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Pencatatan Sipil Kab. Muba
Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3. Memahami Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
3. Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
5. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi
Kependudukan
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil
7. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil
8. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP UPTD 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke
3. | Penyusunan RKA Server Database
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan | Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian harus dilengkapi
Perceraiantidak dapat di entri ke database. Persyaratan Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di entri ke
2. Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan Database dengan baik dan benar.




SOP PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

. Pelaksana Mutu Baku Ket
No Aktifitas Pemohon Staf I Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output
1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan Pembatalan @ Persyaratan Formulir F-2.08
Perceraian sesuai dengan Formulir F2.10
persyaratan yang ditetapkan (Untuk WNA)
2. Petugas/Staf : Ball Point 5 Menit Berkas permohonan
- Memeriksa Kelengkapan 2. Menerima berkas, Kertas Pembatalan
Berkas 1.Pemohon memverifikasi Buku Agenda Perceraian
- Mengagendakan dan menyerahkan Ly kelengkapan dan 4. Membuat Disposisi Staples dan Isi dilengkapi Lembar
Meneruskan kepada Kepala persyaratan mencatat berkas persetujuan catatan Disposisi
Seksi kepada petugas masuk 3.Meneliti & pinggir dan mencabut
- dB'ill<a b l'lzidak llingk?ip Memeriksa Ve kutipan akta perceraian
Pienigllqoanl an epada TL \l/ rifikasi berkas 9 serta menerbitkan Surat
3. Kasi melakukan /\ pembatalan Keterangan P.embatan Kertas 10 Menit | Berkas yang sudah
\gerli(ﬁkasi/\/alidlasi kzlengkagan Lengkap perceraian, Perceraian gallipo;nt q gitelitif dan sudah
erkas, meneliti ata, an dan uku Agenda ipara
meneruskan Kepada Kepala meneruskan Staples dan Isi
Bidang Kepada Kabid
4. Kepala Bidang Meneliti dan Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
mebuat disposisi pesetujuan Ballpoint diparaf dan
entri data  cetak  Surat engagendakan serta Staples dan Isi persetujuan entri
Keterangan Pembatalan menambahkan Surat Keterangan
Perceraian dan Memberikan lembar Disposisi Pembatalan
Catatan Pinggir Pada Register Perceraian
Akta Perceraian
S. Staf/Operator memeriksa dan Komputer 5 Menit Surat Keterangan
melakukan entri data Surat Printer dan Toner Pembatalan
Keterangan Pembatalan Blangko Surat Perceraian Sudah
Perceraian Keterangan Lahir Dicetak
5.Memeriksa dan Mati .
Melakukan Entri Buku Register
data dan cetak gZ{ltgsin t
6. Kasi Memeriksa, meneliti dan catatan pinggir 6.Memeriksa, 7. Kepala Bidang Ballpoint 5 Menit Surat Keterangan
memaraf hasil cetakan Surat pada Kutipan Akta Meneliti dan Memeriksa, meneliti, Lembar Disposisi Pembatalan
Keterangan Pembatalan Perceraian memaraf hasil memparaf memaraf ] Staples dan Isi Perceraian  Sudah
Perceraian dan Catatan Pinggir catatan pinggir hasil catatan pinggir 8.Kepala Dinas Siap Tidak Ada
Pada Register Akta Perceraian pada Kutipan Akta pada Kutipan Akta Menandatangani Kesalahan Cetak
lalu  meneruskan  kepada Perceraian dan Perceraian dan catatan pinggir pada
Kepala Bidang Surat Keterangan Surat Keterangan Kutipan Akta
7. Kepala Bidang Memeriksa, > Pembatalan = Pembatalan Perceraian dan Ballpoint 5 Menit Surat Keterangan
r;engliti,l Su;at therangan Perceraian dan Perceraiankemudian Surat Keterangan Lembar Disposisi gembatglan Sudah
embatalan erceraian an erceraian uda
Catatan Pinggir Pada Register meneruskan pada m'enemSkan' ke Ppembétal‘zn Ditanda tangani
Akta Perceraian, meneruskan Kabid Kadis untuk ditanda eroeraran can
ke Kadis untuk ditanda tangani tangani menyerahlan ke
8. Kadis Menandatangani Surat stal Ballpoint 5 Menit Surat Keterangan
Keterangan Pembatatalan 9.Menerima dan Kertas Pembatalan
Perceraian dan Menyerahkan Menyerahkan Buku Agenda Perceraian Sudah
Ke Staf. 10. Pemohon Tanda Terima Ditanda tangani dan
Menerima Surat Keterangan Cap di Cap
Pembatalan Tinta Cap
: aktaSurat Perceraian : ; ;
9. 1?/Itaf hkMenerlma Sdari Keterangan Kepada pemohon Pena 1 Hari gurag . 1Keterangan }S{ltug'm'
enyerahkan ura embatalan ondisi
Ketei,angan Pembatalan Pembata}m dan Membuat Perceraian Sudah | Normal
Perceraian  Pemohon  serta Perceraian Tanda Terima Jadi
membuat tanda terima
10 Pemohon  menerima  Surat
Keterangan Pembatalan

Perceraian




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin,

HJ. ASMARANI, S.Sos,M.Si
NIP.19610809 198503 2 003

Nama SOP Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

1.

Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Muba

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 2. Memiliki Kemampuan, Memahami Administrasi Kependudukan.
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3. Memahami Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 4. Dapat Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. 5. Dapat Mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet/ Aplikasi SIAK
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang
Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Musi Banyuasin.
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. | SOP UPTD 1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
2. | Penyusunan Renstra 2. Peralatan Komputer yang dilengkapi Aplikasi SIAK dan terkoneksi ke Server
3 Penyusunan RKA Database
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, konsekuen waktu penyelesaian Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipiltidak | Catatan pinggir pencatatan perubahan peristiwa penting la_innya_ harus
dapat di entri ke database. ) dilengkapi Persyaratan Administrasinya, diArsipkan/dokumentasi dan di
2. Jika terlambat akan menghambat menyusun perencanaan program Dinas secara keseluruhan entri ke Database dengan baik dan benar.




SOP PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Pemohon Staf Kasi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waku Output

1. Pemohon mengajukan berkas Ballpoint
permohonan pembuatan Persyaratan
SUKET Pencatatan Sipil sesuai
dengan persyaratan  yang
ditetapkan

2. Petugas/Staf : 2. Menerima berkas, Ball Point 5 Menit Berkas Akta
- Memeriksa Kelengkapan 1.Pemohon memverifikasi Kertas di.lengk.a.pi Lembar

Berkas menyerahkan [ kelengkapan dan Buku Agenda Disposisi
- Mengagendakan dan persyaratan mencatat berkas Staples dan Isi

Meneruskan kepada Kepala kepada petugas masuk

Seksi 3.Meneliti &
- B.ila _ tidak lengkap \l/ N'Iemer'iksa/Ve 4. Membuat Disposisi

dikembalikan kepada | TL rifikasi berkas . :

persetujuan caping pada

Pfemohon /\ pelaporan register dan kutipan akta -

3. Kasimelakukan Lengkap peristiwa > . Kertas 10 Menit Berkas yang sudah
Verifikasi/Validasi kelengkapan lainnya, dan pencatatan sipi Ballpoint diteliti dan sudah
berkas, meneliti data, dan ’ " Buku Agenda diparaf
meneruskan Kepada Kepala meneruskan Staples dan Isi
Bidang Kepada Kabid

4. Kepala Bidang Meneliti dan Kertas 5 Menit Berkas yang sudah
membuat disposisi pesetujuan lengagendakan serta Ballpoint diparaf dan
Peneribitan SUKET Pencatatan menambahkan Staples dan Isi persetujuan entri
Sipil yang diperlukan lembar Disposisi SUKET Pencatatan

Sipil
S. Staf/Operator Menginput Komputer 5 Menit Suket Pencatatan
SUKET Pencatatan Sipil Printer dan Toner Sipil yang sudah
Blangko Akta Sudah Dicetak
5.Memeriksa dan Kelahiran
Melakukan Entri Buku Register
data dan cetak Kertas
catatan pinggir Ballpoint

6. Kasi Memeriksa, meneliti dan pada register dan Ballpoint 5 Menit SUKET Pencatatan
memaraf hasil cetakan SUKET akta pencatatan Lembar Disposisi Sipil Sudah Siap
Pencatatan Sipil dan sipil - Staples dan Isi Tidak Ada
meneruskan kepada Kepala 6. Memeriksa, 7. Kepala Bidang 8.Kepala Dinas Kesalahan Cetak
Bid. e Memeriksa, meneliti, :

1dang Meneliti dan Menandatangani
7. Kepala Bidang Memeriksa, memaraf hasil memparaf memaraf N Ballpoint 5 Menit SUKET Pencatatan
catatan pinggir pada
meneliti, SUKET Pencatatan catatan pinggir hasil catatan pinggir ister akt Lembar Disposisi Sipil Sudah
Sipildan meneruskan ke Kadis akta pencatatan > akta pencatatan register é 'a Ditanda tangani
untuk ditanda tangani o Memerima d <inil dan sipil kemudian PEHcatétaﬂ sipil dan

8. Kadis Menandatangani SUKET -vienerima dan P meneruskan ke kutipan akt'a' Ballpoint 5 Menit SUKET Pencatatan

Pencatatan Sipil dan 10. Pemohon Menyerahkan meneruskan . . pencatatan sipil Kertas Sipil Sudah
P K Kk kepada Kabid Kadis untuk ditanda P .
Menyerahkan Ke Staf. Menerima akta akta pencatatan P tangani Buku Agenda Ditanda tangani
pencatatan sipil yang telah Tanda Terima dan di Cap
sipil yang telah pd setelah dilakukan L C.ap
setelah N catatan pinggir N Tinta Cap

9. Staf Menerima dan dilakukan kepada pemohon Pena 1 Hari SUKET Pencatatan | Situasi
Menyerahkan. ' Suket catatan pinggir dan Membuat Sipil Sudah Jadi Kondisi
Pencatatan Sipil Pemohon serta Tanda Teri Normal
membuat tanda terima anda terima

10 Pemohon menerima SUKET

Pencatatan Sipil







